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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1       Kesimpulan

1. Aktivitas pemberian pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi. Dalam peningkatan mutu pelayanan publik merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh dinas kepemerintahan, hal ini juga berlaku bagi  pengelolaan perizinan. Dengan adanya PPTSP diharapkan pengelolaan perizinan dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat umum. Dari Aktivitas pemberian pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PPTSP) Kota Cimahi di atas, bahwa permohonan perizinan pembuatan Izin mendirikan Bangunan, banyak melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan yang dilakukun pihak Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PPTSP) dan juga Pemohon. Yang bertujuan mendapatkan perizinan Izin mendirikan Bangunan bagi Pemohon yang akan mendirikan bangunan.

2. Interaksi antara konsumen dengan aparatur dalam pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, dimaksudkan Interaksi disini lebih mengarah ke interaksi dua arah, dimana terjadi percakapan atau komunikasi antara pemohon dan pejabat atau    aparatur setempat. Dikarenakan pemohon yang berkepentingan dalam mengurus proses permohonan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  menuju ke lokasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, langsung menghubungi bagian operator menanyakan permohonan yang akan diajukan dan diarahkan menuju loket satu untuk mendapatkan informasi lebih jelas, mengenai tujuannya untuk mengurus izin mendirikan Bangunan.

3. Memecahkan Permasalahan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, sudah tersusun sesuai dengan PERDA 37 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan,perlu beberapa tahapan dalam proses perizinan dimana semua prosedur pelayanan perizinan dimaksudkan untuk tercapainya pelayanan yang prima dan efisien demi kelancaran dan kepuasan masyarakat Kota Cimahi.  
5.2   Saran
1. pelayanan PPTSP akan lebih baik apabila dibuat atau disusun suatu perencanaan pembangunan aplikasi yang coustumizesable, upgradable yang dapat menyesuaikan  peraturan perundang-undangan yang rentan terhadap perubahan.

2. Mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pola kelembagaan Pelayanan Perizinan yang berada di bawah lingkup bidang penanaman modal sudah tepat, tinggal bentuk kelembagaannya (Badan atau Kantor) disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Transparansi proses administrasi dan biaya status proses dapat diamati oleh operator dan pemohon izin.


